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ABSTRAK : - Bahwa hutan merupakan salah satu modal kehidupan yang perlu 

disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat serta dijaga kelestariannya sehingga dapat 
meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan baik untuk generasi 
sekarang maupun generasi yang akan datang. sebagai sistem penyangga 
kehidupan dan sumber kemakmuran, keberadaan hutan harus 
dipertahankan dan dijaga daya dukungnya secara lestari dengan akhlak 
mulia bermartabat, adil, arif dan profesional. Berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber 
daya alam bidang kehutanan di Aceh. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 
165 ayat (3) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berhak memberikan izin 
konversi Kawasan Hutan dan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan hutan, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu 
membentuk Qanun Aceh tentang Kehutanan Aceh. 
 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengaturan 
dan Pengurusan Hutan, Status dan Fungsi Hutan, Arahan Fungsi Hutan 
Dalam Tata Ruang, Pengelolaan Hutan, Sanksi Administratif, Penyidikan, 
Ketentuan Pidana, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan 
Ketentuan Penutup. 
 

 - Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 
Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 11 
Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 
Tahun 2011; PP No. 3 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013. 
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